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ABSTRAK

JUDUK DISERTASI : ADOPSI PRANATA ESTOPPEL MENURUT
TRADISI HUKUM COMMON LAW DALAM
KETENTUAN UMUM HUKUM PERIKATAN
PADA BUKU III KUHPERDATA DAN
PERJANJIAN ADAT INDONESIA

NAMA MAHASISWA : SUNARSIH
NIM : 208171002
KATA KUNCI : Estoppel, Perjanjian Tidak Tertulis, Common Law,

Civil Law, Perjanjian Adat Indonesia
ISI ABSTRAK :

Ketentuan Umum Hukum Perikatan dalam Buku III KUHPerdata tidak
mengatur bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis. Dalam hal terjadi
perselisihan perjanjian tidak tertulis, berdasarkan contoh-contoh putusan, diketahui
terdapat pandangan yang berbeda,  terdapat hakim yang mengakui namun juga
terdapat hakim yang tidak mengakui kekuatan mengikat perjanjian tidak tertulis. Di
negara-negara penganut tradisi hukum Common Law mengenal  pranata estoppel
yang menjadi dasar untuk mengakui kekuatan perjanjian tidak tertulis berdasarkan
terpenuhinya nilai-nilai pranata estoppel yang terdiri dari: (1) janji, (2) kepercayaan
dan (3) larangan pengingkaran janji.

Penelitian ini bertujuan mengkaji adopsi pranata estoppel yang berasal dari
tradisi hukum Common Law dan perumusan nilai-nilainya dalam Ketentuan Umum
Hukum Perikatan dalam Buku III KUHPerdata yang menganut tradisi hukum Civil
Law, yang dapat menjadi dasar untuk mengakui kekuatan mengikat perjanjian tidak
tertulis. Penelitian ini menentukan 3 (tiga) permasalahan,  yakni: (1) bagaimana
perumusan nilai-nilai pranata estoppel dalam sistem hukum perjanjian menurut
tradisi hukum Common Law dan dalam sistem hukum perjanjian menurut tradisi
hukum Civil Law; (2) bagaimana perumusan pranata estoppel dalam Ketentuan
Umum Hukum Perikatan pada KUHPerdata dan menurut Hukum Adat Indonesia;
dan (3) bagaimana penerapan pranata estoppel dalam penyelesaian sengketa
perjanjian tidak tertulis di pengadilan Indonesia?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian
bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan micro-comparison.  Teori
penelitian yang diterapkan adalah teori tujuan hukum baik kepastian hukum dan
keadilan sebagai grand theory, teori sistem hukum sebagai middle theory, dan teori
penyelesaian sengketa sebagai applied theory.

Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai pranata estoppel secara tersirat
teradopsi dalam Ketentuan Umum Hukum Perikatan pada Buku III KUHPerdata,
demikian pula dalam perjanjian adat Indonesia, dimana nilai-nilai pranata estoppel
terwujud dalam pembuatan tanda-tanda sebagai bukti kesepakatan, yang sekaligus
sebagai larangan pengingkaran janji yang telah disepakati. Penyelesaian sengketa
perjanjian oleh tokoh adat berorientasi pada terwujudnya keadilan, termasuk
mempertimbangkan putusan-putusan yang telah ada (terdahulu), guna menjaga
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keseimbangan dan rasa keadilan dalam masyarakat, serupa dengan orientasi tujuan
hukum  tradisi hukum Common Law, yang mengutamakan tercapainya keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perjanjian tidak tertulis menurut Hukum
Perjanjian Indonesia yang tunduk pada tradisi hukum Civil Law mempunyai
kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan
perselisihannya dapat diselesaikan dengan menerapkan nilai-nilai pranata estoppel
karena nilai-nilai tersebut terakomodir dalam Ketentuan Umum Hukum Perjanjian.
Untuk menjembatani perbedaan orientasi tujuan hukum antara kepastian hukum
(tujuan hukum tradisi hukum Civil Law) dan keadilan (tujuan hukum tradisi hukum
Common Law) dapat ditautkan dengan nilai-nilai Hukum Adat Indonesia karena
mempunyai ciri-ciri yang serupa  dengan tradisi hukum Common Law; hal ini
sekaligus merupakan temuan kebaruan dalam penelitian ini.

Penerapan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat merupakan kewajiban
para hakim sesuai amanat Pasal 5(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan kehakiman, dan kepastian hukum yang berkeadilan yang
tercapai adalah sesuai dengan tujuan hukum yang diamanatkan Pasal 28D Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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ABSTRACT

DISERTATION TITLE : THE ADOPTION OF ESTOPPEL ACCORDING
TO THE COMMON LAW TRADITION IN THE
GENERAL PROVISIONS OF AGREEMENTS OF
THE THIRD BOOK OF THE INDONESIAN CIVIL
CODE AND THE INDONESIAN CUSTOMARY
LAW

STUDENT NAME : SUNARSIH
STUDENT NUMBER : 208171002
KEY WORDS : Estoppel, Unwritten Agreement, Common Law,

Civil Law, Indonesian Customary Agreement
ABSTRACT CONTENT :

In the general Provisions of Agreement of the third Book of the Indonesia Civil
Code, there is no stipulation requiring that an agreement must be made in writing,
and in practice it is often that agreement is made unwritten. In the case of any
dispute arise, referring to sample of court decrees, it is found that there different
understanding concerning the legal binding power of unwritten agreements, some
court judges acknowledge confirms that an unwritten agreement holds binding
power while some others  consider contrary. Some Common Law countries applies
estoppel, which is used as the basis for acknowleding the binding power of an
unwritten agreement, subject to the fulfillments of 3 (three) components, namely:
(1) promise, (2) reliance, dan (3) prohibition to break promise.

The purpose of this research is to  analyse the adoption of estoppel developed
in the Common Law tradision and the formulations of estoppel value components
in the General provisions in the Agreements of the Third Book of the Indonesian
Civil Code adhering to the Civil Law tradition, which can be applied as the basis
for acknowledging  the binding power of unwritten agreements. This research
determines 3 (three) research problems, namely: (1) how is the formulation of
estoppel value components contained in the agreement system according to the
Common Law tradition and the Civil Law tradition; (2) how is the formulation of
estoppel in the General Provisions of Agreement of the Third Book of the Indonesia
Civil Code and according to the Indonesian Customary Law; and (3) how is the
application of estoppel in the settlement of unwritten agreement disputes in the
Indonesian court?

This is a legal normative research,  undertaken with descriptive spesification
and applying micro-comparison approach.  This research applies the theory of the
purpose of law as its grand theory, covering both legal certainly and  justice, the
theory of legal system as its middle theory, and the theory of dispute settlement as
its applied theory.

The result of the research shows that estoppel prinsiples deriving from the
Common Law tradition are implied in the General Provisions of Agreement of the
Third Book of the Indonesian Civil Code, this proves the adoption therein; as well
as implied similarly in the Indonesian customary agreement, contained in various
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custommary deeds marking the reached consents of the parties, simultaneously
functioning as the prohibition of breach. According to the customary law,  the
traditional leaders are authroized to settle any arising disputes, referring to
existing settlements previously decided, in order to maintain balance and justice in
the community life, just similar to the practice in the Common Law countries, which
prioritizing justice.

The above research finding confirms that according to the Indonesian
Agreement system adhering the Civil Law tradition, unwritten agreement shall  be
deemed to have the binding power as long as fulfilling the requirements therefor;
and any arising disputes can be settled according to estoppel principles as implied
in the General Provisions of Agreements of the Third Book of the Indonesian Civil
Code. Considering the gap between the orientation of Common Law which
prioritizes justice as its purpose, whilst the Civil Law tradition for legal certainty,
the Indonesian customary law functions as the bridging of both, as the Indonesian
customary law bears  similar characteristics to the Common Law traditiion; and
this conclusion  confirms the novelty of this research.

The implementation of custommary values or principles in the settlement of
disputes is designated as the obligation of judges according Article 5(1) of the Law
Number 48 year 2009 concerning the Judicial Authority, and the reach of both legal
certainty and justice thereby, is in compliance with  the legal purpose as stipulated
in Article 28D of the Indonesian Constitution year 1945.
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